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Pekerja/buruh yang melakukan pelanggaran karena
kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan
denda.

Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada
pengusaha dan/atau pekerja/buruh dalam
pembayaran upah.

Pasal 88B
Upah ditetapkan berdasarkan:
a satuan waktu; dan/atau
b.  satuan hasil.

Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan
satuan waktu dan/atau satuan hasil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Pasal 88C
Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.

Gubernur dapat menetapkan upah minimum
kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi
dan ketenagakerjaan.

Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi
pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

Upah minimum  kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari upah
minimum provinsi.

Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menggunakan data yang
bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang
statistik.

(7) Ketentuan . . .



